
 

BUPATI NATUNA 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN BUPATI NATUNA 

NOMOR 58 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NATUNA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah 

menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan 

Daerah di daerahnya masing-masing; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah, Penyelenggaraan 

Sistem Informasi Keuangan Daerah bertujuan 

membantu kepala daerah dalam penyusunan 

anggaran, laporan keuangan, merumuskan 

kebijakan, melakukan evaluasi kinerja keuangan 

daerah serta mendukung penyediaan Informasi 

Keuangan Daerah yang dibutuhkan dalam Sistem 

Informasi Keuangan Daerah secara nasional; 

  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (7) 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

74/PMK.07/2016 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah, Perencanaan, Pengembangan 

dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan 

Daerah Daerah diatur oleh Kepala Daerah; 



  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c 

diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penyelengaraan Sistem Informasi Keuangan 

Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota 

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

  2. Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 111, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4237); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 



  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

  5.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 



  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

74/PM.07/2016 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 667); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 

Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Natuna Tahun 2013 Nomor 6); 

  12. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53). 

 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN :

M enetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI 

KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

D alam  P era tu ran  B upati ini yang d im aksud  dengan :

1. D aerah  adalah  K abupaten N atuna;

2. Pem erin tah  D aerah adalah  Pem erin tah  K abupaten 

N atuna;

3. B upati adalah  B upati N atuna;

4. K euangan D aerah ada lah  sem u a  h ak  dan  

kew ajiban daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan 

pem erin tahan  daerah  yang d ap a t dinilai dengan 

u an g  te rm asu k  d idalam nya segala ben tuk  

kekayaan  yang b e rhubungan  dengan hak  dan  

kew ajiban daerah;

5. S a tu an  Kerja Pengelola K euangan D aerah  yang 

se lan ju tnya  d isingkat SKPKD ad a lah  perangkat 

d aerah  p ada  pem erin tah  daerah  se laku  pengguna 

an g g aran /p en g g u n a  barang , yang juga  

m elaksanakan  pengelolaan k euangan  daerah ;

6 . S istem  Inform asi K euangan D aerah  yang 

se lan ju tnya  d isingkat SIKD adalah  su a tu  sistem  

yang m endokum entasikan , m engadm in istrasikan , 

se rta  m engolah d a ta  pengelolaaan keuangan



d aerah  dan  d a ta  terkait lainnya m enjadi inform asi 

yang d isajikan kepada m asy arak a t dan  sebagai 

b ah an  pengam bil k e p u tu san  dalam  rangka 

p erencanaan , p e lak san aan , pelaporan

pertanggungjaw aban  dan  m onitoring pem erin tah  

daerah ;

7. In tegrated  N atuna F inancial Inform ation System  

yang se lan ju tnya  d isingkat INFIS ada lah  su a tu  

sistem  aplikasi yang d ibangun  oleh Pem erintah 

D aerah  K abupaten  N atuna u n tu k  pengelolaan 

keuangan  daerah  secara  m andiri ;

8 . A rsitek tur INFIS ada lah  pengorgan isasian  

fundam en ta l dari INFIS yang m eliputi ben tuk , 

s tru k tu r , kom ponen, proses, h u b u n g an n y a  sa tu  

sam a lain, h u b u n g an  dengan lingkungan dan  

prinsip -p rinsip  sebagai p a n d u an  dalam  

perancangan  dan  pengem bangan;

9. INFIS P erencanaan  adalah  aplikasi yang d ibangun 

u n tu k  m em bantu  proses perencanaan  

pem bangunan  daerah  seperti RPJMD, R enstra  

SKPD, RKPD Awal, Renja SKPD, M usrenbang 

Desa, M usrenbang K ecam atan, Forum  SKPD, 

M usrenbang  K abupaten , RKPD, PPAS terin tegrasi;

10. INFIS Penganggaran adalah  aplikasi yang d ibangun  

u n tu k  m em ban tu  proses p e n y u su n an  anggaran  

m ulai dari tah a p an  p e n y u su n an  RKA-SKPD, RKA- 

PPKD, R anperda, R anperbup , DPA-SKPD, DPA- 

PPKD, Perda, Perbup (APBD se rta  PAPBD);

11. INFIS P erbendaharaan  ada lah  aplikasi yang 

d ibangun  u n tu k  m em bantu  proses p e n a tau sah a an  

keuangan  daerah  pada  B endahara  U m um  D aerah 

se rta  B endahara  SKPD, a n ta ra  lain penerb itan



SPD, SPP, SPM, SP2D, K uitansi, Pajak, S u ra t 

Setoran  Pajak, S u ra t S etoran  Pengem balian 

Belanja, dan  lain sebagainya;

12. INFIS Pelaporan adalah  aplikasi yang d ibangun  

u n tu k  m em ban tu  proses p e n y u su n an  laporan 

keuangan  berd asark an  p e ra tu ran  perundangan  

te rk a it dengan m enyajikan laporan-laporan  

berbasis  ak rua l seperti Neraca, Laporan Realisasi 

A nggaran, Laporan A rus Kas, Laporan O perasional, 

Laporan P erubahan  Saldo, Laporan P erubahan  

E ku itas, se rta  C ata tan  A tas Laporan K euangan;

13. INFIS B arang Milik D aerah  ada lah  aplikasi yang 

d ibangun  u n tu k  m em bantu  proses p e n a tau sah a an  

B arang  Milik D aerah (BMD) p ada  Pengguna 

B aran g /K u asa  Pengguna B arang se rta  B endahara  

B arang, a n ta ra  lain pem buatan  K artu Inventaris 

B arang, K artu Inventaris R uangan, B uku 

Inventaris, B uku Induk, M utasi Barang, 

P enghapusan  B arang, K apitalisasi BMD, dan  lain 

sebagainya;

14. INFIS Monitoring dan  E valuasi Kegiatan 

P em bangunan  adalah  aplikasi yang d ibangun  

u n tu k  p e laksanaan  pengadaan  barang  dan  ja sa  

dan  pengendalian  p eren can aan  pem bangunan  

daerah  m ulai dari SIRUP, Resum e Kontrak, Kartu 

Pengaw as Kontrak, dan  Hasil Pekerjaan, R enstra  

Perangkat D aerah dan  RPJMD;

15. INFIS LAKIP adalah  aplikasi yang d ibangun  dalam  

P enyusunan  Laporan Kinerja In stan si Pem erintah 

(LAKIP) SKPD dan  Pem erintah K abupaten  N atuna.



BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

R uang lingkup P era tu ran  B upati ini m eliputi :

a. p rinsip  Um um  SIKD;

b. penyelenggaraan SIKD;

c. d a ta  SIKD;

d. m anual Penyelenggaraan SIKD.

BAB III

PRINSIP UMUM SIKD 

Pasal 3

Pem erin tah  daerah  m enyelenggarakan SIKD dengan

tu juan :

a. efektifitas dan  efisiensi proses d an  p e laksanaan  

pengelolaan keuangan  daerah ;

b. m enyediakan d a ta  p e n y u su n an  perencanaaan , 

penganggaran , p e laksanaaan , pelaporan, 

pertanggungjaw aban dan  m onitoring secara 

elektronik;

c. m enyajikan d a ta  yang a k u ra t dan  akun tabel;

d. m enyajikan d a ta  yang cepat, realtime dengan  efektif 

d an  efisien.

Pasal 4

Penyelenggaraan SIKD m em punyai fungsi :

a. penyiapan ru m u san  kebijakan tekn is penyajian 

Inform asi;

b. penyiapan ru m u sa n  kebijakan tekn is di bidang 

teknologi pengem bangan SIKD;

c. penyiapan ru m u san  kebijakan Pem erin tah  Daerah.



Pasal 5

SIKD Pem erin tah  D aerah d ilak san ak an  dalam  rangka 

m ew ujudkan  SIKD yang realtime d an  terin tegrasi dari 

pe rencanaan , penganggaran , p e n a tau sah a an , 

pelaporan , pertanggungjaw aban dan  m onitoring.

Pasal 6

SIKD Pem erin tah  D aerah  m enyajikan  inform asi 

ekseku tif sesua i k e b u tu h an , yang d a p a t d ipergunakan  

u n tu k  pengam bilan k ep u tu san .

BAB IV

PENYELENGGARAN SIKD 

Bagian K esatu

P erencanaan , Pengem bangan, dan  Pem eliharaan  SIKD

Pasal 7

(1) P erencanaan  SIKD d iw ujudkan  dalam  perencanaan  

jan g k a  pendek dan  jan g k a  panjang;

(2) P erencanaan  jan g k a  pendek  sebagaim ana 

d im aksud  p ada  ayat (1) d ijabarkan  dalam  rencana  

kerja  SIKD;

(3) P erencanaan  jan g k a  pan jang  sebagaim ana 

d im aksud  pada ayat (1) d ijabarkan  dalam  ben tuk  

cetak  b iru  SIKD;

(4) Pengem bangan dan  pem eliharaan  SIKD 

b erd asa rk an  k eb u tu h an  d aerah  d an  m endukung  

penyelenggaraan SIKD secara  Nasional.

Pasal 8

(1) SIKD d iselenggarakan dengan  m enggunakan 

aplikasi iNFIS m eliputi :

a. iNFIS Perencanaan;

b. iNFIS Penganggaran;



c. iNFIS Perbendaharaan ;

d. iNFIS Pelaporan;

e. iNFIS BMD;

f. iNFIS M onitoring dan  E valuasi Kegiatan 

Pem bangunan;

g. iNFIS LAKIP.

(2) Aplikasi iNFIS sebagaim ana d im aksud  p ada  ayat

(1) d ap a t m engirim kan d a ta  ke SIKD Nasional 

sesua i dengan ke ten tu an  yang d ia tu r dalam  

p e ra tu ran  perundang -undangan .

Bagian Kedua 

A rsitek tur iNFIS

Pasal 9

(1) A rsitek tur iNFIS K abupaten  N atuna  m eliputi :

a. a rs ite k tu r data;

b. a rs ite k tu r aplikasi;

c. a rs ite k tu r teknologi.

(2) A rsitek tur d a ta  sebagaim ana d im aksud  p ada  ayat

(1) h u ru f  a  m enggam barkan  s tru k tu r  a se t da ta  

organisasi secara  logik dan  fisik se rta  sum berdaya 

m anajem en data;

(3) A rsitek tur d a ta  sebagaim ana d im aksud  p ada  ayat 

(1) h u ru f  b m enyediakan cetak  b iru  sistem  

aplikasi u n tu k  d id is tribusikan , in te raksi a n ta r  

aplikasi dan  h u b u n g an n y a  dalam  m em proses 

data;

(4) A rsitek tur d a ta  sebagaim ana d im aksud  p ada  ayat 

(1) h u ru f  c m enggam barkan kapab ilitas perangkat 

ke ras  dan  perangkat lu n ak  secara  logik yang 

d ib u tu h k a n  u n tu k  m endukung  da ta , dan  layanan 

aplikasi te rm asu k  in fra s tru k tu r  teknologi



inform asi, ja rin g an  kom unikasi, proses dan  

s tandar.

Bagian Ketiga 

T ata Kelola SIKD

Pasal 10

Penyelenggaraan SIKD sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 8 m enjam in:

a. tersed ianya data;

b. tersed ianya sa ran a  kom unikasi d a ta  SIKD; dan

c. keam an an an  sistem .

Penyelenggaraan SIKD sebagaim ana  d im aksud  

p ada  ayat (1):

a. m enjam in setiap  kom ponen dan  ke terpaduan  

se lu ruh  sistem  beroperasi sebagaim ana 

m estinya;

b. m enerapkan  m anajem en risiko te rh ad ap  

k e ru sak an  a ta u  kerugian  yang ditim bulkan; 

dan

c. m enyusun  kebijakan ta ta  kelola dan  p rosedur 

kerja  pengoperasian.

Bagian Keem pat 

Pengam anan  Sistem

Pasal 11

Pengam anan  sistem  d ilakukan  dalam  rangka 

m elindungi k e rahasian , k eu tu h a n , dan  

ketersed iaan  a se t inform asi yang te rd ap a t pada 

SIKD dari berbagai b en tu k  an cam an  keam anan  

inform asi, baik dari dalam  m au p u n  lu a r SIKD;



(2) R uang lingkup keam anan  inform asi SIKD 

m elingkupi keam anan  dari sisi software berupa 

enkripsi da ta , h ak  akses u se r bertingkat, serta  

dari sisi jaringan  dan  hardw are.

BAB V 

DATA SIKD

Pasal 12

(1) D ata SIKD m eliputi d a ta  k euangan  dan  d a ta  non 

keuangan;

(2) D ata SIKD sebagaim ana d im aksud  p ada  ayat (1), 

m erupakan  d a ta -d a ta  te rka it p e laksanaan  

kebijakan desen tra lisasi fiskal yang dikelola 

dengan  prinsif ta ta  kelola data;

(3) B upati m enun juk  u n it kerja  S a tu an  Kerja 

Pengelola K euangan D aerah u n tu k  m elaksanakan  

ta ta  kelola data;

(4) Unit kerja sebagaim ana d im aksud  p ada  ayat (3), 

m em punyai tugas dan  w ew enang u n tu k  

m engkoordinasikan  p e ru m u san  dan  pem an tau an  

penerapan  kebijakan dan  s ta n d a r  pengelola data;

(5) Kebijakan dan  s ta n d a r pengelolaan d a ta  

sebagaim ana d im aksud  p ada  ayat (4), d ap a t dikaji 

u lang  sesua i k e b u tu h a n  u n tu k  m enjam in 

k erah asiaan , k eu tu h a n , d an  ke tersed iaan  da ta  

yang dikelola.

Pasal 13

(1) D ata, Inform asi dan  Laporan terka it SIKD 

diarsifkan  sesuai keb u tu h an ;



(2) Pengarsifan d ilakukan  dengan  m ekanism e 

penyalinan  d a ta  (backup database) u n tu k  

k e b u tu h a n  pengam anan  data;

(3) Penyalinan d a ta  sebagaim ana d im aksud  p ada  ayat 

(2) d ap a t d igunakan  u n tu k  pem ulihan  (restore) 

d a ta  sesua i k eb u tu h an  dalam  rangka  m enjaga 

in tegritas data .

BAB VI

KOORDINASI DAN KERJASAMA 

Pasal 14

(1) Pem erin tah  D aerah d ap a t m elakukan  koordinasi 

pengem bangan SIKD ke D irektorat Jendera l 

Perim bangan K euangan dalam  rangka 

m endukung  SIKD Nasional.

(2) Pem erintah D aerah d ap a t m elakukan  kerja  sam a 

dengan :

a. B adan P erencanaan  P em bangunan  Nasional 

u n tu k  perencanaan;

b. K em enterian negara /lem baga  u n tu k  d a ta -d a ta  

yang d ibu tuhkan ;

c. B adan Pem eriksa K euangan u n tu k  d a ta -d a ta  

keuangan  daerah;

d. Lem baga p erbankan  dalam  rangka  efektifitas, 

efisiensi dan  ak u n tab ilita s  pengelolaan 

keuangan  daerah;

e. Pem erintah D aerah lainnya dalam  rangka 

m endukung  SIKD Nasional.

(3) K erjasam a sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 

h u ru f  e apabila  Pem erintah D aerah  lain akan  

m enggunakan  aplikasi iNFIS.



(4) K erjasam a dalam  rangka  penyelenggaraan SIKD 

sebagaim ana d im aksud  p ada  ayat (2) h u ru f  d dan 

h u ru f  e, d ituangkan  dalam  n o ta  kesepaham an.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

P era tu ran  Bupati ini m ulai berlaku  p ada  tanggal 

d iundangkan .

Agar setiap  orang m engetahuinya m em erin tahkan  

pengundangan  P eratu ran  B upati ini dengan 

penem patannya  dalam  B erita D aerah K abupaten 

N atuna.

D itetapkan di Ranai

pada tanggal 'IO C b

p ada  tanggal *'2-0 ' M ? 7 ^  £

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 NOMOR


